


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan
Rencana Strategis (Renstra Perubahan) periode 2021 - 2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Manggarai Barat dapat diselesaikan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat Periode 2021 - 2026 ini dilaksanakan berkaitan dengan
terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verivikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, Sebagai bentuk Pemutakhiran dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Tentang Hasil Verivikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah. Yang kemudian diperbaharui lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kiasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap
program, kegiatan, sub kegiatan, indikator serta pendanaannya.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Manggarai Barat Periode 2021 - 2026 ini juga dilaksanakan berkaitan dengan terbitnya Peraturan
Bupati Manggarai Barat Nomor 75 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 Tentang Kedududkan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan sejalan dengan terbitnya
Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2022 tanggal 13 Mei tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat.

Renstra merupakan dokumen perencanaan anggaran pada tahap penyesuaian yang akan digunakan
sebagai dasar dalam penyusunan dokumen anggaran tahap berikutnya. Fungsi Renstra adalah sebagai kerangka
yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran mengingat keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus
mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan. Dengan adanya Renstra sebagai dokumen
penyesuaian perencanaan anggaran yang diikuti dengan proses perencanaan selanjutnya, diharapkan APBD akan
tajam dan realistis. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026
yang disusun sebagai dokumen perencanaan penyesuaian untuk periode 5 (lima) tahun memuat evaluasi
pelaksanaan kegiatan, rancangan kegiatan, prioritas dan sasaran kegiatan serta rencana program, kegiatan dan
sub kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Manggarai Barat ini, semoga dapat memberikan kerangka kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2021 - 2026,
sehingga pada saat pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian disampaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 — 2026. Saran dan masukan akan kami terima sebagai
bahan penyempumaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Manggarai Barat kedepannya.

Labuan Bajo, 23 eptember 2023
gardipamdan Perp?takaan

“Bara
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

~Penyusunan Perubahan Rencana Stategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat disusun dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 - 2026.
Pada tahun 2023, Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah memasuki tahun kedua. Hasil
evaluasi yang felah dilaksanakan terhadap Rencana Stategis (Renstra) 2021 - 2026 Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat memberikan rekomendasi untuk
dilakukannya perubahan Renstra. Analisis hasil pelaksanaan Renstra menunjukkan capaian kinerja
sasaran strategis pada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang terdiri dari 3 (tiga)
indikator kinerja utama, menunjukan bahwa pada tahun 2022 semuanya telah mencapai target, akan
tetapi proses pencapaian target indikator tersebut sangat tidak relevan dengan ketersediaan anggaran
yang ada karena adanya refocusing anggaran.

Perubahan Rencana Stategis (Renstra Perubahan) tahun 2021-2026 Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat dipandang perlu untuk di lakukan karena adanya
perubahan Nomenklatur, dimana dalam Renstra Induk masih menggunakan Nomenklatur Kepmen
Nomor 050 - 3708 Tahun 2020, namun karena adanya pemutakhiran Keputusan Menteri Tentang
Hasil Verivikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah melalui Keputusan Menteri Nomor 050 - 5889
Tahun 2021, serta adanya Peraturan Bupati Manggarai Barat yang baru yaitu Peraturan Bupati
Manggarai Barat Nomor 75 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 Tentang Kedududkan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang sejalan
dengan terbitnya Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2022 tanggal 13 Mei tahun
2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Manggarai Barat, pengganti Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 18 Tahun 2021
tanggal 04 Januari tahun 2021, maka perlu di lakukan penyusunan Perubahan Renstra untuk
mengintepretasikan ulang target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat
daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk struktur organisasi dan susunan tugas pokok dan
fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Perubahan Renstra 2021-2026 Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat sebagai leading sektor di daerah
yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang merupakan
pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, waijib
membuat Rencana Strategis maupun rencana/program  kerja pengembangan Organisasi
Perangkat Daerah secara proporsional dan implementatif yang berisi tujuan, strategi, kebijakan,

program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang selaras
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dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Manggarai Barat
tahun 2021-2026 yakni “Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap” .

Pembangunan bidang Perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat
dan bangsa dan menumbuh kembangkan minat serta kegemaran membaca melalui perpustakaan
yang mampu menjamin kebutuhan masyarakat kini dan yang akan datang, sesuai amanat
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dalam bidang Kearsipan bertujuan
untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, serta mendinamiskan sistem
kearsipan serta peningkatan kualitas pelayanan publk di bidang Kearsipan dengan melakukan
pembinaan kearsipan serta pengelolaan arsip sesuai dengan kewenangan daerah yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tahun 2021-2026 ini merujuk pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat




10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kiasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verivikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kiasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

Kepmendagri No.800.1.155-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri No.
050.5889 Tahun 2021 fentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventerisasi Pemuktahiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Manggarai Barat Tahun 2021-2026

Peraturan Bupati Manggarai Barat nomor 18 tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat.

Peraturan Bupati Manggarai Barat nomor 75 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

Peraturan Bupati Manggarai Barat nomor 64 tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat.




1.3.

1.3.1.

13.2.

14.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026 ini adalah sebagali

pedoman dalam penyediaan dokumen penyesuaian Rencana Strategis dalam mewujudkan

penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat

Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan

yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk kurun waktu 3 (tiga)

tahun yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah sebagai dampak perubahan kemampuan keuangan daerah, sehingga dapat

menjadi panduan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Kabupaten

Manggarai Barat dalam periode 2021-2026, secara khusus dalam Urusan Pemerintahan Bidang

Perpustakaan dan Kearsipan. Perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026 juga disusun dengan maksud sebagai acuan

bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat dalam penyusunan

Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023

dan Renja Tahun 2024 - 2026.

Tujuan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026 ini disusun dengan tujuan:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD} dan
perencanaan penganggaran;

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara
perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten;

3. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah
dengan kondisi dan permasalahan terkini;

4. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan

kemampuan keuangan daerah.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang penyusunan Perubahan Rencana
Strategis (Renstra Perubahan), Landasar Hukum, Maksud dan Tujuan, dan
Sistematika Penulisan Perubahan Rencana  Strategis Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat.




BABlI GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja
pelayanan Perangkat Daerah, serta mengulas tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan Perangkat Daerah melalui Perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat.

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU - I1SU STRATEGIS
Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Telaahan Visi, Misi, dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telashan Perubahan Renstra
Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis
Perangkat Daerah.

BABIV  TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini mengurakan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan.

BABV  STRATEG! DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini menggambarkan tentang rangkaian strategi/tahapan atau langkah - langkah
bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui indikator kinerja serta
target yang telah ditetapkan dalam [ima tahun mendatang oleh Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan. Dan berpedoman pada kebijakan untuk mengarahkan rumusan strategi
yang dipilih agar lebih terarah dafam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan.

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VIl KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam fima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan
dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026.

BAB VIl PENUTUP



BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGEAT DAERAR

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISAS! DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
a. Tugas Pokok:
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Manggarai
Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada
Bupati Manggarai Barat melaiui Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dalam
pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Manggarai Barat, didasarkan pada Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 64 Tahun 2022
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Manggarai Barat. Dengan tugas pokoknya adalah “Membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan urusan

pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan”

b. Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan:
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Manggarai Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan pengelolaan arsip dinamis Daerah;
2. Penyelenggaraan pengelolaan arsip statis Daerah;
3. Penyelenggaraan penyelamatan arsip perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan,
dan pemekaran Daerah kecamatan dan desa/kelurahan;
Penyelenggaraan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media Dagrah;
Penyelenggaraan pencarian arsip statis Daerah yang dinyatakan hilang;

Penyelenggaraan pengelolaan simpul jaringan informasi Kearsipan Nasional tingkat Derah.

N

Penyelenggaraan penilaian dan penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip dilingkungan
Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 {sepuiuh) tahun;
8.  Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah;
9. Penyelenggaraan pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik;
10. Penyelenggaraan pengembangan bahan pustaka;
11, Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka;
12. Penyelenggaraan pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di Daerah sesuai
dengan standar nasional perpustakaan;
13. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat — tempat
umum yang menjadi kewenangan Daerah,
14. Penyelenggaraan pengembangan literasi berbasis inkiusi sosial.
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Struktur Organisasi:




Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Barat nomor 75 tahun 2021 tanggal 24 September 2021

tenta

ng Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Manggarai Barat, Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai

Barat terdiri dari:

1.
2.

Kepala Dinas

Sekretaris, membawahi :

2.1, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.2.  Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda

2.3. Fungsional Perencana Ahli Muda

Bidang Layanan dan Perlindungan Arsip, membawahi :

3.1.  Fungsional Arsiparis.

Bidang Pengelolaan Arsip, membawahi :

4.1.  Fungsional Arsiparis.

Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, membawahi :
5.1. Fungsional Pustakawan

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahi:

6.1. Fungsional Pustakawan

. Rincian Tugas dan Fungsi:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan urusan pemerintahan bidang kearsipan

dan bidang perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyelenggaraan pengelolaan arsip dinamis Daerah;

b.  Penyelenggaraan pengelolaan arsip statis Daerah;

¢. Penyelenggaraan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah;

d. Penyelenggaraan  Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau
dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

e. Penyelenggaraan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Daerah;

f.  Penyelenggaraan Pencarian Arsip Statis Daerah yang dinyatakan hilang;

g. Penyelenggaraan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat
Daerah;

h.  Penyelenggaraan Penilaian dan Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip

dilingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (Sepuluh) tahun;
Penyelenggaaraan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip akibat bencana yang Berskala
Daerah;




j. Penyelenggaraan Penyusunan dan Penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat
tertutup;

k. Penyelenggaraan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah;

| Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik;

m. Penyelenggaraan Pengembangan kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah, tingkat Daerah;

n. Penyelenggaraan Pengembangan Bahan Pustaka;

0. Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka;

p. Pembinaan dan Pengendalian Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

q. Penyelenggaraan Pemantauan, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan
Pelaporan  Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan
Bidang Perpustakaan;

r.  Penyelenggaraan pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Daerah
sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;

s. Penyelenggaraan Sosialisasi Budaya Baca dan Litersi pada satuan Pendidikan dasar dan
Pendidikan khusus serta masyarakat;

t.  Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemeliharaan sarana perpustakaan ditempat-tempat
umum yang menjadi kewenangan Daerah;

u.  Penyelenggaraan pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca:

v.  Penyelenggaraan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial;

w. Penyelenggaraan pemilihan duta baca tingkat Daerah:

x.  Pelaksanaan fungsi fain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi yang
meliputi urusan perencanaan, program, pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum.
Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam  melaksanakan tugasnya,
menyelenggarakan fungsi

a. Penyusunan rencana dan kebijakan teknis berdasarkan kebijakan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan;

b. Penyelenggaraan dan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan program,
keuangan, dan pelaporan serta urusan kepegawaian dan umum;

¢. Pembinaan dan pengendalian jabatan fungsional;

d.  Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

e. Pelaksanaan administrasi kerumahtanggaan, pelaksanaan perjalanan dinas dan
administrasi umum lainnya;

f. Pelaksanaan penataan arsip/perpustakaan, penertiban administrasi dan persuratan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan;

g. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan urusan program, keuangan,

pelaporan serta urusan kepegawaian dan umum:;




Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat pada Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan,;

Pembinaan dan tata laksana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Pembinaan pengeiolaan barang milik daerah/Negara pada Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan;

Pengkoordinasian ~ dan  pelaksanaan  penyusunan  dokumen  perencanaan
program/kegiatan/anggaran dan penyusunan laporan-laporan kegiatan, bulanan, triwuian,
semester dan tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Pengkoordinasian penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja
(Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
Perubahan DPA, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {LKIP), bahan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan bahan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
Pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja keuangan sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;

Pengkoordinasian penyiapan, pengolahan data, pengelolaan administrasi keuangan dan
Pelaporan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Pengkoordinasian penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam meneliti kelengkapan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) UP, GU, TU, LS Gaiji dan Tunjangan PNS dan LS Pengadaan barang
dan jasa;

Pengkoordinasian pelaksanaan verivikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP, GU,
TU, LS Gaji dan Tunjangan PNS dan LS Pengadaan barang dan jasa sesuai SPP yang
diajukan;

Pengkoordinasian  pelaksanaan  verivikasi  harian  atas  penerimaan  dan
pertanggungjawaban belanja;

Pengkoordinasian pelaksanaan akuntansi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai
peraturan Perundang - undangan;

Pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan sarana, prasarana, perlengkapan dan
operasional fainnya;

Pengkoordinasian Penyusunan rencana kebutuhan dan penatausahaan barang milik
Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Pengkoordinasian rekonsiliasi dan laporan barang milik Daerah pada Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan;



aa.

Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dan
laporan keuangan akhir tahun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Pengkoordinasian persiapan dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil
pemeriksaan lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian Kinerja
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :

a.

m.

n.

Membuat rencana kerja sub bagian kepegawaian dan umum sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;

Menyiapkan upaya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;

Pembinaan dan pengendalian jabatan fungsional;

Mengelola urusan pelayanan administrasi umum dan tata usaha surat menyurat, kearsipan
serta dokumentasi;

Melakukan pendataan, pengolahan administrasi kepegawaian, urusan kepegawaian dan
hak-hak kepegawaian pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Menyiapkan koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian;

Melaksanakan penertiban administrasi urusan kepegawaian dan umum;

Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), menyusun daftar penjagaan kenaikan pangkat
pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, penjagaan cufi, presensi pegawai dan
menyusun daftar kebutuhan pegawai serta memproses cuti pegawai;

Menyiapkan laporan evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;

Menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan, pengamanan dan pemanfaatan barang milik
Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Melakukan koordinasi pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, dan pemeliharaan sarana
dan prasarana, perlengkapan dan operasional lainnya;

Melakukan koordinasi berkaitan dengan penggunaan, peminjaman dan pengembalian
sarana prasarana perlengkapan oleh perangkat Daerah, Lembagafpihak lain;

Melakukan rekonsiliasi dan faporan barang milik Perangkat Daerah;

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Layanan dan Perlindungan Arsip:

Bidang Layanan dan Perlindungan Arsip yang dipimpin oleh kepala bidang Layanan dan

Perlindungan Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis,

merencanakan, membina, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan

program/kegiatan di bidang Layanan dan Perfindungan Arsip.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bidang Layanan dan

Perlindungan Arsip, menyelenggarakan fungsi :
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a. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintahan
yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun;

b. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip akibat Bencana berskala;

c. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang digabung dan atau dibubarkan, dan
Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

d. Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup;

e. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Daerah:

Pencarian Arsip Statis yang dinyatakan hilang;

—

g. Pelayanan ljin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup di Daerah;

h. Pembinaan dan Pengendalian Kelompok Jabatan Fungsional;

i.  Pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Arsip:

Bidang Pengelolaan Arsip yang dipimpin oleh kepala bidang Pengelolaan Arsip mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk, merencanakan, membina,
mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan di bidang
Pengelolaan Kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang Pengelolaan
Arsip menyelenggarakan fungsi :

a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah;

b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah;

c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Daerah;

d. Pembinaan dan Pengendalian Kelompok Jabatan Fungsional,

e. Pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan :

Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan yang dipimpin oieh kepala
bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, merencanakan, membina,
mengendafikan, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan di bidang
pengolahan, layanan dan pelestarian bahan bacaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang pengolahan,
fayanan dan pelestarian bahan bacaan menyelenggarakan fungsi :

a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah;

b. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik;

¢. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah;

d. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah;

e. Pengembangan Bahan Pustaka,

=

Pengelotaan dan Pengembangan Bahan Pustaka;
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h.
f

j-

Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan
Tingkat Daerah,;

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah:
Pembinaan dan Pengendalian Kelompok Jabatan Fungsional;

Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca :

Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca yang dipimpin oleh kepala

bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai  tugas

melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, merencanakan, membina,

mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan  program/kegiatan di bidang

pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang

pengembangan dan pembudayaan kegemaran membaca, menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

g.
h

J.

Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah;

Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah sesuai
dengan Standar Nasional Perpustakaan;

Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Daerah;

Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Khusus Serta Masyarakat;

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang
Menjadi Kewenangan Daerah;

Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca;

Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial;

Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah;

Pembinaan dan Pengendalian Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai

tugas;

Melaksanakan Sebagian Tugas Dinas sesuai Keahlian dan Kebutuhan.

Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat disajikan pada lampiran

Struktur Organisasi berikut ini:
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPALA DINAS

BIDANG
LAYANAN DAN
PERLINDUNGAN ARSIP

BIDANG DAN
PENGELOLAAN ARSIP

PENGOLAHAN, LAYANAN

PELESTARIAN BAHAN
PERPUSTAKAAN

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ';U"Aﬁz'l":;ésmxm AHLI
DAN UMUM " MUDA.
2. PERENCANA AHLI MUDA.
k4 A ¥
BIDANG BIDANG PENGEMBANGAN

DAN PEMBUDAYAAN
KEGEMARAN MEMBACA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL :

h 4

ARSIPARIS

KELOMPOK JABATAN

—» FUNGSIONAL:

ARSIPARIS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL :

PUSTAKAWAN
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22. SUMBER DAYA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

2.21. Data Kepegawaian
Adapun komposisi personil Dinas Kearsipan dan Perpustakaan keadaan hingga bulan
September 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah :

Tabel .1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah:
NO. | STATUS PEGAWAI JUMLAH KETERANGAN
1 Pegawai Negeri Sipil / PNS 24 Orang
2 | Calon Pegawai Negeri Sipil / CPNS -
3 Pegawai Honorer 10 Orang
TOTAL 34 Orang

b. Keadaan Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tabel.2:

Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No Pangkat Golongan | Jumlah Keterangan
1 Pembinan Utama Muda IvIC 1
2 Pembina TK | Iv/B 1
3 Pembina IVIA 3
4 Penata TK. | D 12
5 Penata C 3
6 Penata Muda TK. | 11/B 1
6 Penata Muda HI/A -
7 Pengatur TK. | fifD 1
8 Pengatur [/C 1
9 Pengatur Muda TK. | 1118 1
10 | Pengatur Muda /A -
11 | Juru Iic -
12 | Pegawai Kontrak Daerah - 10
TOTAL 34 Orang
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22.2.

Keadaan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

Tabel . 3:
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural
NO. | JABATAN STRUKTURAL/ESELON JUMLAH KETERANGAN
1 | Eselonllb 1 Orang
o | Eselon il / A+B 5 Orang
3 | EselonV.A 10 Orang
4 | Staf 8 Orang
TOTAL 24 Orang
Keadaan Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tabel . 4 :
NO. KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN
1 Strata-1/5.1 20 Orang
o | Diploma (I, II, Il 4 Orang
3 SMA / sederajat 10 Orang
4 | SMP/sederajat A
TOTAL 34 Orang
Data Sarana/Aset
Tabel . 5 : Sarana dan prasarana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mefipufi :
Keterangan
No | Jenis Sarana dan Prasarana | Jumiah Baik | Rusak Ringan Rusak
Berat
Bangunan Gedung:
- Gedung Penyimpanan 1 1
1 Arsip -
- Gedung Perpustakaan 1 1
(Dana DAK)
2 | Alat Angkut
- Mobil Dinas 1 1 - -
- Motor Dinas 16 14 - 2
- Mobil Perpustakaan
Keliling 3 3 -
3 Buku Perpustakaan 21.526 - -
eks
4 Filling Cabinet 5 5 -
5 Lemari Kayu 2 2 - -
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6 Meja Setengah Biro dan meja 33 33
kerja kayu
7 Meja Resepsionis 1 1
8 Meja Layanan Perpustakaan 3 3
(meja kerja kayu)
9 Kursi Kerja 79 79
10 | Kursi Eselon 3 3
11 | Laptop 17 17
12 | Notebook 2 2
13 | Televisi 2 2
14 | PC Komputer Unit (10 unit 15 15
dana APBD, 1 unit hibah
Perpustakaan RI, 4 unit hibah
Pocadi Perpustakaan RI)
15 | Scanner 2 2
16 | Printer Barcode 1 1
17 | Printer Kartu Anggota 1 1
Perpustakaan
18 | Printer Kartu Katalog 1 1
19 | Printer Biasa 14 14
20 | Kursi Sofa 3 3
21 | Handycam 1 1
22 | Loudspeaker 1 1
23 | Rak Arsip Besi Metal 24 24
24 | Rak Buku Perpustakaan Kayu 18 18
25 | Lemari Arsip Besi 1 1
26 | Server 2 2
27 |AC 5 5
28 | Kipas Angin 4 4
29 | Layar Film/Proyektor 1 1
30 | Telepon Mobile (Hibah 5 5
Perpustakaan RI)
31 | Papan Visual/Papan Nama 1 1
32 | Focusing Screen/Layar LCD 1 1
Projector
33 | Meja Komputer 3 3
34 | Karpet (Hibah Pocadi 1 1

Perpustakaan RI)
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2.3.

35 | Rak Buku (Hibah Pocadi 2 2 - -
Perpustakaan RI)

36 | Tablet Holder (Hibah Pacadi 1 1 - -
Perpustakaan Rl)

37 | Tablet Android (Hibah Pocadi 2 2 - -
Perpustakaan Ri)

38 | Lemari Buku Arsip Untuk 1 1 -
Arsip Dinamis

39 | Stabilizer/lUPS 1 1 - -

KINERJA PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.3.1. Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan Tugas, Pokok dan
Fungsi:

Tolak ukur kinerja dan indikatdr kinerja pelayanan yang dipakai adalah dengan

mefihat, mengkaji, dan menganalis tugas pokok dan fungsi sebagaimana kewenangan yang
ada pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, yaitu:
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan,
dengan memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan yang diinginkan dalam setiap
kegiatan yang direncanakan. Adapun gambaran kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan yang dilaksanakan pada periode RENSTRA tahun 2016 - 2021, meliputi 2
urusan yakni Urusan Waijib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan, dengan tolok ukur
dan indikator kinerja pelayanan dapat di saji pada Tabel. TC.23 dan TC.24 berikut ini -
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Tabel, T-C.23.
Pencapalan Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Manggarai Barat

I |Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

109,000 | 111,502 | 112,500 | 114,000 [ 115,500 1,954 4284| 87,051 95,294 937 1.79 3.84| 77.38] 83.59] 0.81
koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
daerah 11,610 12,540 14,550
Rasio perpustakaan persatuan penduduk
Jurnlah rata-rata pengunjung
perpustakaan/tahun 109,000 | 111,502 F 112,500 { 114,000 | 115500 1,954 4,284 87,051 95,294 Q 1.79 3.84] 77.38| 83.59 0

jumlah koleksi judul buku perpustakaan
4113 4322 5092

jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai
yang memiliki sertifikat 20 35 45 55 60 13 16 58 0 -| 27.14| 35.56{ 105.45 0

Il [Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Persentase perangkat daerah yang mengelola

arsip secara baku 5 13 19 28 37 5 10 19 21 6 100.00 | 76.92| 100.00| 75.00! 16.22
peningkatan SDM pengelola kearsipan
37 50 67 75 80 50 50 37 55 95 135.14 | 100| 55.22{ 73.33{118.75
-18-




Tabel. 2.4 (T-C.24}
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Manggarai Barat

Belanja Tidak Langsung - | 1.610.799.176 | 1735.821.906 | 1.856.638.996 | 1.797.751.545 1.591.170.815 | 1.660.083.274 | 1.836.606.082 | 1.741,534.902 98,78 95,64 98,92 96,87 | 7.001.011.623 | 6.829.395.073
1. Belanja Pegawai 1.610.799.176 | 1.735.821.906 | 1.856.638.996 | 1.797.751.545 1.591.170.815 | 1.660.083.274 | 1.836,606.082 | 1.741.534.902 98,78 95,64 98,92 96,87 7.001.010.623 | 6.825.395.073
Belanja Langsung - | 2,230.805.000 | 2.042.100.000 | 3.46%,270.000 | 1.365.856.470 2.224.474.643 | 2.039.311,200 | 3,369,484.384 | 1.363.224.000 9,72 99,86 97,12 9.108.031.470 | 8.996.494.227
1. Belanja Barang/Jasa

dan Belanja Pegawai 1.360.625.000 | 1.672.365.000 | 2.017.420.000 | 1.239.064.950 1.356.327.130 | 1.669.756.100 | 1.992.073.599 | 1.236.432.480 95,68 99,84 598,74 99,79 | 6.285.474.950 | 6.254.589.39
2. Belanja Modal - g70.180.000 | 369.735.000 | 1.451.850.000 126.791.520 £68.147,513 369.555.100 | 1.377.410.785 126.791.520 99,77 99,95 94,87 | 100,00 2.818.556.520 | 2.741.904.918
Jumiah - | 3.841.604.176 | 3.777.921.906 | 5.325.908.996 | 3.163.608.015 3.815.645.458 | 3.699.394.474 | 5.206.090.466 | 3.104.758.902 99,32 97,92 97,75 98,14 | 16.109.043.093 | 15.825.889.300

catatan: Sumber data, Buku Laporan Keuangan, DPPA SKPD dan LPPD tohunan Dinus Kearsipan dan Perpustakaan Kob. Manggarai Barat
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24. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
Sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah teridentifikasi sejumiah faktor yang
menjadi tantangan dan peluang terhadap keberhasilan program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Manggarai Barat antara lain :
2.4.1. Layanan kearsipan
a. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan kearsipan yakni :

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Kemungkinan arsip rusak atau hilang/musnah.

3. Arsip masih dianggap tidak mempunyai nilai guna.

4. Adanya arsip yang bernilai guna abadi tersimpan di Perangkat Daerah dan masyarakat.

9. Kurangnya perhatian serta kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap
keberadaan arsip sebagai memori kolektif bangsa, bahan pertanggungjawaban nasional
dan aset Negara.

b. Peluang :

1. Adanya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

2. Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

4. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

2.4.2 . Layanan Perpustakaan.
a. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perpustakaan ke depan
antara lain :

1. Rendahnya minat baca masyarakat;

2. Pertumbuhan perpustakaan umum, perpustakaan sekolah dan perpustakaan Desa
relatif rendah;

3. Koleksi berbagai jenis buku perpustakaan masih terbatas sehingga belum dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat;

4. Jumiah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai dan
penguasaan teknologi informasi dan komunikasi masih terbatas;

5. Layanan perpustakaan keliling belum menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten
Manggarai Barat di karenakan keterbatasan biaya operasional kendaraan perpustakaan
keliling;

b. Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Perpustakaan ke depan yakni :

1. Dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemerintahan berbasis

TIK (eGovernment) terbuka peluang sekaligus tantangan bagi Dinas Kearsipan dan
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Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat untuk menyediakan Pelayanan
Perpustakaan berbasis TIK {eLibrary/e-book);

. Rekam jejak (track record) berbagai kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Kabupaten, dapat ditelusuri melalui pendokumentasian kegiatan-kegiatan penting
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;

. Merintis pelayanan perpustakaan berbasis IT yang terintegrasi : Katalog online, Sirkulasi
menggunakan IT.

. Menambah biaya operasional mobil perpustakaan keliling.

. Promosi layanan perpustakaan melalui web dan facebook serta media sosial lainnya.

. Dukungan anggaran untuk mewujudkan sarana dan prasarana Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat sesuai tuntutan yang diharapkan organisasi
Pemerintah dan masyarakat kedepan.
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3.1

BAB I

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan.

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada Bab II, Kajian terhadap

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Kajian terhadap Sumber Daya, Kajian terhadap Kinerja

Pelayanan, serta Kajian terhadap Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan, maka berikut akan diidentifikasi permasalahan-permasalahan

Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang didasarkan pada hasil analisa kondisi internal

maupun eksternal;

3.1.1. Identifikasi Permasalahan Urusan Perpustakaan:

Perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi

serta berbasis inklusi sosial, memiliki sejumlah permasalahan yang dihadapi. Hingga saat ini,

permasalahan utama yang dihadapi terkait urusan perpustakaan adalah terkait minat baca

masyarakat yang masih rendah. Terdapat berapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut,

diantaranya adalah pengelolaan perpustakaan yang belum optimal dan kesadaran masyarakat

tentang literasi yang masih terbatas. Berikut merupakan pemetaan rinci terkait permasalahan

pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat dalam upaya

pengembangan perpustakaan, yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel .6. Pemetaan Permasalahan Urusan Perpustakaan
Akar Masalah

Masalah Pokok

Masih
rendahnya
minat baca
masyarakat

Masalah

Belum optimainya
pengelolaan
perpustakaan

Ketersediaan fasilitas perpustakaan belum

memadai

Koleksi buku dalam perpustakaan masih
terbatas

Pelestarian naskah sejarah milik Daerah belum
optimal.

Pengelola perpustakaan masih terbatas

Cakupan layanan perpustakaan masih terbatas

masih terbatasnya SDM pengelola
Perpustakaan

Masih rendahnya

Kesadaran masyarakat

tentang literasi

Pembudayaan gemar membaca belum optimal

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya
literasi masih minim
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3.2.

31.2

identifikasi Permasalahan Urusan Kearsipan:

Arsip merupakan rekaman kegiatan/peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh
pemerintah daerah, lembaga pendidikan ataupun organisasi kemasyarakatan. Urusan
kearsipan di suatu daerah diarahkan untuk melakukan penyelamatan dan pelestarian arsip
daerah. kinerja layanan kearsipan dapat dilihat dari cakupan layanan kearsipan serta
persentase OPD yang mengelola arsip secara baku. Belum optimainya penyelamatan dan
pemeliharaan arsip daerah masih menjadi permasalahan yang ditemukan di Kabupaten
Manggarai Barat. Sistem pengelolaan arsip daerah menjadi salah saty hal yang perlu untuk
diintervensi. Adapun permasalahan Kearsipan di Kabupaten Manggarai Barat akan disajikan

dalam tabel berikut ini;

Tabel .7. Pemetaan Permasalahan Urusan Kearsipan

Masalah Pokok ’ Masalah ’ Akar Masalah

belum optimalnya
penyelamatan dan | Belum optimalnya sistem
pemeliharaan arsip | pengelolaan arsip daerah
daerah

Kualitas dan kuantitas pengelola arsip
(arsiparis) masih terbatas

Pemahaman perangkat daerah terkait
pentingnya pengelolaan arsip masih rendah

Belum adanya SOP terkait penghapusan arsip

Mekanisme alih media arsip belum berjalan
maksimat

Sarana prasarana kearsipan belum memadai

Belum optimalnya pembinaan terhadap
pengelola arsip

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 — 2026, maka visi dan misi
datam RPJMD adalah:
Visi: “Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap”.

Misi:
1.

Mengembangkan Pariwisata secara Berkelanjutan dan Inklusif sebagai Penggerak Utama
Ekonomi

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal

Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian
Lingkungan

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani
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Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat
tahun 2021 - 2026, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan mendukung pelaksanaan Misi 2
(dua) dalam Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Misi 5 (ima) dalam Urusan
Pemerintahan Bidang Kearsipan sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan
pelaksanaan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya dari Misi yang
telah dipilih tersebut, maka berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
pada Bab Il Kajian terhadap Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan, serta berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan dalam kajian pada BAB I, tabel 3.1.1. pemetaan permasalahan urusan Perpustakaan dan
tebel 31.2 pemetaan permasalahan urusan Kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyajikan
faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan
Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, antara lain:
3.2.1. Faktor Penghambat :
1. Urusan Kearsipan:
a. Belum memadainya sarana dan prasarana arsip
b. Belum memadainya SDM pengelola arsip disetiap perangkat daerah
¢. Rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip
d. Ruang penyimpanan arsip (depo arsip) yang tidak representatif
2. Urusan Perpustakaan:
a. Belum memadainya SDM pengelola perpustakaan
b. Sarana dan prasarana gedung perpustakaan yang belum optimal
3.2.2.  Faktor Pendorong :
1. Urusan Kearsipan:
a. Globalisasi teknologi dan informasi menuntut penerapan dan pengkajian system
informasi kearsipan berbasis elektronik secara terus menerus dan berkesinambungan.
b. Banyaknya potensi khasanah arsip.
¢. Sosialisasi peraturan-peraturan kearsipan yang berfaku.
d. Arsip sebagai bukti autentik pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan
e. SDM pengelola arsip, ruang/tempat arsip.
2. Urusan Perpustakaan:
a. Peran serta masyarakat dalam gerakan budaya baca.
b. Regulasi sebagai pedoman untuk pelaksanaan tata kelola dan standar perpustakaan.
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
3.3.1. Visi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI):
“‘Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan
berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden
untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Terwujudnya Indonesia

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
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Misi Arsip Nasional Republik Indonesia:

1) Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan

pembangunan;

2) Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi:

3) Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;

4) Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5) Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan,
pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai
peraturan perundang-undanganan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan
bangsa.

3.3.2. Visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI);
“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong
royong melalui penguatan budaya literasi".
Misi Perpustakaan Nasional:
“Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima
Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara’.

3.3.3. Telaahan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota:

1. Gambaran Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 yang mempunyai tugas dan fungsi membantu
Gubernur untuk melaksanakan urusan di bidang kearsipan dan perpustakaan. Sebagai
organisasi pelayanan publik, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memberikan pelayanan prima,
sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kepuasan atas pelayanan yang
telah diberikan. Dalam melaksanakan tugasnya unfuk memberikan pelayanan prima tentunya
tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan yang terjadi saat ini, namun berbagai
upaya telah dilakukan dalam rangka pembenahan pada lembaga tersebut.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kabupaten Manggarai Barat.

Dalam menyusun Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, tentunya tidak lepas dari Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANR!) dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI)
serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Renstra
PNRI dan ANRI menjadi acuan bagi penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Manggarai Barat. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Manggarai Barat juga sangat berkaitan erat dalam mewujudkan Visi dan Misi ANRI dan PNRI.
Bukti keterkaitan tersebut adalah sama-sama menyelenggarakan pembangunan serta
pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan untuk menjamin terpeliharanya Arsip sebagai
Dokumen Historis Bangsa yang akan diwariskan kepada generasi muda Bangsa dan

Perpustakaan merupakan sarana pembelajaran diluar pendidikan formal.
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang
mempengaruhi permasalahan pefayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai
Barat, ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS:

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat tidak
mempengaruht kajian tata ruang wilayah dan lingkungan hidup strategis.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari permasalahan yang dihadapi serta mencermati lingkungan eksternal maupun internal,
berdasarkan gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada RENSTRA K/L, sasaran
jangka menengah dari Renstra SKPD, implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah bagi pelayanan SKPD
serta implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan SKPD, maka dapat ditentukan isu
strategis dalam pengembangan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Penentuan isu strategis ini memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan
prioritas penanganan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, yang akan memberikan pengaruh
yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi pengembangan pelayanan pada masa
yang akan datang. Adapun isu strategis pengembangan pelayanan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan untuk masa Renstra lima tahun mendatang adalah:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.

2. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berbasis teknologi informasi, dan pelayanan publik
yang prima.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pembangunan. Tujuan adalah suatu
kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam setiap
tujuan memiliki rumusan sasaran yang merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan. Tujuan maupun sasaran sebagai rumusan kondisi yang akan dicapai, memiliki indicator Kinerja hasil
dan dampak sebagai alat ukur keberhasilan. Berikut ini akan dikaji rumusan tujuan dan sasaran Dinas
Kearsipan dan perpustakaan .

41.  Tujuan Jangka Menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan tujuan dalam Perubahan Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan

serta isu utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perubahan Perencanaan Strategis Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat 2021 - 2026 adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas, maka sasaran Jangka
Menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dijabarkan sebagai berikut ;
1. Meningkatnya literasi masyarakat
2. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

Rumusan Pemyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan beserta indikator kinerja sebelum dan setelah perubahan akan disajikan dalam

Tabel.T-C.25 berikut ini :
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Tabel. T-C. 25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Sebelum Perubahan)

Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Tahun ke
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(1) (2) (3) (4) (5) | (6) (7) 8 | (9
l Urusan Pemerintahan Bidang
Perpustakaan
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Meningkatnya literasi/minat baca | Indeks Pembangunan Manusia 64,42 | 6534 | 66,26 |67.18 | 68,10
Sumber Daya Manusia masyarakat (IPM).
Inqeks Literasi Masyarakat/Indeks 6.36 | 693 751 810 | 867
Minat Baca
; Indeks Kepuasan Masyarakat
Program Pembinaan Perpustakaan terhadap layanan perpustakaan 50 65 70 T 87
Rasio Perpustakaan per satuan
penduduk 0,18 | 0,18 0,19 | 0,20 | 0,21
Il | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Terwujudnya birokrasi yang bersih dan L _
Indeks Arsip 50 62,5 795 87,5 | 100
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Program Pengelolaan Arsip Persentase Perangkat Daerah 16,67 | 375 | 58233 | 7917 | 100
yang mengelola arsip secara baku

Persentase pengelola Arsip 57,29 | 80,21 100 100 | 100
bersertifikat
Program Perlindungan dan Persentase arsip yang terlindungi 864 | 877 8.90 897 | 899
Penyelamatan Arsip dan terselamatkan '

catatan: Sumber data, file Ringkasan RPJMD 2021-2026, Sheet 6.3. Program Pembangunan Daerah, file Defenisi Operasional sheet Pembangunan Manusia dan file RPJMD BAB V. hal. 297, 302 & 303

Labuan Bajo, 23 September 2023
Kepala Dinas Keersipah dan Perpustakaan
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Tabel. T-C. 25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Setelah Perubahan)

Realisasi | Target Kinerja Tujuan/Sasaran

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Tahun pada Tahun ke
2022 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
| Urusan Pemerintahan Bidang
Perpustakaan

Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Indeks Pembangunan Manusia

Meningkatnya Literasi Masyarakat 64.92 65,34 | 66,26 | 67,18 | 68,10

Sumber Daya Manusia (IPM).
Indeks Literasi Masyarakat 23.28 24 24.2 25 25.2
Tingkat Kegemaran Membaca 0 0 30 40 61
Program Pembinaan Perpustakaan Indeks Kepuasan Masyarakat 79.61 80 81 82 83

terhadap layanan perpustakaan

Rasio Perpustakaan per satuan 0.73 074 | 075 | 076 0.77
penduduk ' ’ ' ' '
Il | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Terwujudnya birokrasi yang bersih dan o . 53.79 55 58
bersih, efektif, dan dinamis akuntabel Indeks Reformasi Birokrasi (CC) (CC) : (CC) 60 (B) | 62(B)

Indeks Arsip 86.1 86.2 | 864 86.5 87




Program Pengelolaan Arsip Persentase Perangkat Daerah 14.58 375 | 4375 71 100
yang mengelola arsip secara baku

Persentase pengelola Arsip 29 30 4746 | 7288 100
bersertifikat ’ '
Program Perlindungan dan Persentase arsip yang terlindungi 205 2060 | 2072 | 20.80 21
Penyelamatan Arsip dan terselamatkan

catatan: Sumber data, file Rancangan Akhir Perubahan RPIMD Manggarai Barat 2021-2026, BAB V, point 5.3. Tujuan dan Sasaran dan BAB VI point 6.3. Program Pembangunan Daerah

Labuan Bajo, 23 September 2023
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam rangka mencapai visi, misi,
tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seperti yang telah
dipaparkan pada BAB sebelumnya, merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi dalam jangka
waktu lima tahun yang akan datang. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan keseluruhan
perencanaan tentang bagaimana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mencapai tujuan dan sasaran dengan
efektif dan efisien. Dengan strategi dan arah kebijakan juga diharapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
dapat mewujudkan pencapaian peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya
saing tinggi dalam hal meningkatkan minat baca masyarakat dalam urusan perpustakaan, serta
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, dalam hal in; meningkatnya
profesionalisme birokrasi dalam urusan kearsipan pemerintah daerah.

Strategi dirumuskan dengan memperhatikan sasaran yang ingin dicapal, sedangkan arah kebijakan
merupakan operasionalisasi dari masing-masing strategi. Selain itu, rumusan strategi dan arah kebijakan
juga dirumuskan dengan memperhatikan rumusan masalah dan akar masalah dari sefiap urusan yang sudah
dijabarkan pada Bab Ill. Strategi yang dirumuskan akan menjadi panduan dalam merumuskan program Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan arah kebijakan akan menjadi petunjuk
bagi perumusan kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai
Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,
diselaraskan dengan strategi dan kebjjakan RPJMD kabupaten Manggarai Barat antara lain:

9.1. Strategi
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi
dan misi. Strategi disajikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan
daerah dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan
dicapai. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam
menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi
dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan
batas waktu tertentu.
5.1.1. Strategi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan:
1. Peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan
2. Peningkatan kesadaran membaca masyarakat
9.1.2. Strategi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan tidak
mengalami perubahan, baik sebelum maupun setelah perubahan:

1. Peningkatan fungsi kearsipan sebagai bahan akuntabilitas kinerja
5.2. Arah Kebijakan
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Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah
dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.
9.2.1. Arah Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam urusan Pemerintahan Bidang
Perpustakaan:
1. Peningkatan fasilitas penunjang layanan perpustakaan
2. Peningkatan koleksi buku perpustakaan
3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan
4. Pengembangan layanan perpustakaan
5. Peningkatan pembinaan perpustakaan
6. Peningkatan kesadaran masayarakat terhadap kebiasaan membaca
522 Arah Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam urusan Pemerintahan Bidang
Kearsipan tidak mengalami perubahan, baik sebelum maupun setelah perubahan::
1. Pengelolaan arsip secara baku
Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi
dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Manggarai Barat sebelum dan sesudah perubahan dapat disajikan dalam tabel Tujuan, Sasaran, Strategi
dan Arah Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 - 2026
yang selaras dengan RPJMD pada Tabel TC. 26 berikut in:
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Tabel. T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Sebelum Perubahan)

Visi : “MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP”,

Misi Il : Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya kualitas dan daya
saing sumber daya manusia

Meningkatnya literasi/minat
baca masyarakat

Peningkatan kualitas
pengelolaan perpustakaan

peningkatan fasilitas penunjang
layanan perpustakaan

peningkatan koleksi buku
perpustakaan

peningkatan kapasitas SDM pengelola
perpustakaan

pengembangan layanan perpustakaan

peningkatan pembinaan
perpustakaan

peningkatan kesadaran masayarakat
terhadap kebiasaan membaca

2. Peningkatan kesadaran
membaca masyarakat

Pembudayaan gemar membaca

Misi V : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani

1. Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang bersih,
efektif, dan dinamis

1.

Terwujudnya birokrasi yang
bersih dan akuntabel

1.

Peningkatan fungsi kearsipan
sebagai bahan akuntabilitas

kinerja

Pengelolaan arsip secara baku

catatan: Sumber data, file Defenisi Operasionol sheet Pembangunan Manusia dan file RPIMD Perda Final Bahas - BAB Vi - 6.1
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Tabel. TC. 26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Setelah Perubahan)

Visi: “MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP”,

Misi [l : Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas

Tujuan

Sasaran

Strategi _

Arah Kebijakan

Meningkatnya kualitas dan daya
saing sumber daya manusia

Meningkatnya literasi/minat
baca masyarakat

Peningkatan kualitas
pengelolaan perpustakaan

peningkatan fasilitas penunjang layanan
perpustakaan

peningkatan koleksi buku perpustakaan

peningkatan kapasitas SDM pengelola
perpustakaan

pengembangan fayanan perpustakaan

peningkatan pembinaan perpustakaan

peningkatan kesadaran masayarakat terhadap
kebiasaan membaca

2. Peningkatan kesadaran
membaca masyarakat

Pembudayaan gemar membaca

Misi V : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani

1. Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif,
dan dinamis

1.

Terwujudnya birokrasi yang
bersih dan akuntabel

1. Peningkatan fungsi kearsipan
sebagai bahan akuntabilitas
kinerja

Pengelolaan arsip secara baku

catatan: Sumber data, file RPIMD Perubahan Tahun 2023 BAB VI, point 6.1, Strategi dan Arah Kebijakan.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang
ditetapkan, maka perlu disusun program - program pembangunan. Program-program yang tercantum
dalam Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat ini
merupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Manggarai Barat.

Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan yang ditetapkan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat disusun dengan cermat melalui pertimbangan berikut;

1. Terukur dan berorientasi hasil, baik dari segi jumlah maupun jangka waktunya.
2. Disusun berdasarkan pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Perubahan
Kabupaten Manggarai Barat,
Adapun penyajiannya menggunakan tabel 6.1. yang bersumber dari TC.27 tentang Rencana Program,
Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 —
2026 pada tabel berikut ini:
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Tabel T.C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Manggarai Barat

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data 2
Indikator Kinerja Capaian Kondisi Kinerja :,J ::::e‘?:t
Tuju | Sasar Kod Program Kegiatan dan Tujuan, Sasaran, Awal Sitionn pada Akhir Periode Daergah Lol
an an o Sub Kegiatan Program (Outcome) Tahun Renstra Perangkat Panagdunile 0
dan Kegiatan (Output) | Perencan 2022 2023 2024 2025 2026 Daerah \ggb ol
aan 2022
Targ Targ Targ Targ Targ Targ
o RP et RP Py RP o RP ot RP o RP
1 2 3 4 b 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN
o |o : il 550,653,3 747,912,83 261,123,40 261,123.40 261,123,40 2,081,936,4
PERPUSTAKAAN i $ 9 ¥ # »
210 PROGRAM Indeks Kepuasan 396.326.6 Dinas Kab
32 PEMBINAAN Masyarakat terhadap 79,61 Nilai 50 2 59 65 | 510,750,00 81 156,674,04 82 156,674,04 83 156,674,04 | 83 1,377,098,8 | Kearsipan dan e
PERPUSTAKAAN layanan perpustakaan 0 0 0 0 09 Perpustakaan | Man
aiB
: Dinas Kab
Rasio Perpustakaan 154,326,6
per satuan penduduk 0,73 Rasio 0.18 90 0.18 537,162,83 0,75 104,4049,36 0,76 104.4:9,36 0,77 104,4;9,36 0,77 704,837,609 I;eeer:purslggr; :Ba: Maﬁ
aiB
Pengelolaan
21020 Porpustakasn Tingkat | Tingkat Kutjungan 12 | Keeamat | 4o | 753266 | 12 | 37395642 | 12 | 15667408 | 12 | 15667404 | 12 | 15667404 | 12 | 1193052
i 48 Daerah dan Layanan an 90 0 0 0 0 30
Kabupaten/Kota

< 3T




Juriah Layanan

Perpustakaan
Elektronik yang
Pengembangan dan Dikembangkan dengan Dinas Kat
2 g 2_',0 gs E::"ﬁt';:;::g Layanan Manajernen Layanan 1 Layanan 1 100,200,0 1 149,582,56 1 28,201 327 1 20,768 068 1 98.901 307 5 335 953 260 Kearsipan dan €
Elei?tronik TIK Berbasis 15020000 0o 8 e v e DS Parpustakazn | Mar
(ITSM : Information aiE
Technology Service
Management )
Jumlah Perpustakaan
yang Dikembangkan di
Tingkat Daerah
Pengembangan . !
2| 2| 9|20} %0 | Popusikaand Stndar asingl Perpustak : : Kearspandan | ¢
201 02 | Tingkat Daerah P takaan di aan - - - - - - 43,868,731 43,868,731 B P ¢
Kabupaten/Kota erpustakaan di erpustakaan Mar
Wilayah aE
Kabupaten/Kota Sesuai
Kewenangannya
Pengembangan Jumlah Koleksi
Kekhasan Koleksi Perpustakaan Khas Dinas Kat
2 g 2,'|0 gg Perpustakaan Daerah Dearah Tingkat Eksermpla ) ) ) 3 ) 0 ) Kearsipan dan €
Tingkat Dagrah Kabupaten/Kota yang Perpustakaan | Mar
Kabupaten/Kota Dikembangkan aE
Pembinaan
Perpustakaan pada Jumlah Perpustakaan
Satuan Pendidikan pada Satuan
0 | 20 | 00 | Dasardi Seluruh Pendidikan Dasar dan Dinas Kat
2 . . yang Dilakukan 20 Perpustak | 10 | 50,000,00 20 10 10 10 50 Kearsipan: dan 3
211 04 E!::ya:tenh(ota wocus Pembinaan dalam aan 0 67,312,156 43,868,731 43,868,731 28,201,327 233,250,945 Perpustakaan | Mar
up Mewujudkan Standar aik
dengan Standar Nasionat Perpustakaan
Nasional Perpustakaan
Jumlah Tenaga
Perpustakaan yang
Peningkatan Kapasitas | Difingkatkan
ol o0t oo Tenaga Perpustakaan Kapasitasnya dan Dinas Kat
2 2 | 1 | g | g8 Pustakawan Mendapat Sertifikasi Orang ) ) ) ) ) 0 ) Kearsipan dan €
Tingkat Daerah Tenaga Perpustakaan Perpustakaan | Mar
Kabupaten/Xota dan Pustakawan akb
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
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Jumiah Bahan

Dinas Kat
20 | 00 | Pengembangan Bahan | Perpustakaan :
1 | 08 | Pustaka Tercetak yang Dicetak Eksempla | 600 | 5000000 | 1200 | &7 345456 | 300 | 47002212 | 3% | 7002212 | 3% | 28201327 | 2100 | 239,517 g07 | Kearsipandan | e
> r 0 Perpustakaan | Mar
dan Diadakan alE
Jumlah Bahan
Perpustakaan yang
20 | 00 Pengelolaan dan Dilakukan Pengelolaan 120 125 13.25 Dinas Kat
; Pengembangan Bahan | dan Pengembangan Eksempla : 75,126,69 : 250 250 250 s Kearsipan dan €
1| 09 Pustaka untuk Mewujudkan ; 00 0 00 | 89,749,541 37,601,770 36,035,029 28,201,327 0 266,714,357 Perpustakisen | Mar
Keberagaman Koleksi aiE
Perpustakaan
20 ﬁﬁﬁgﬁﬂnt’ Neninghange
2 Pembudayaan Gemar Paket 1 275,326,6 1 373,956,42 1 104,449,36 1 104,449,368 1 104,449,36 1 :
2 Daerah asbacs %0 0 0 0 0 962,631,190
Kabupaten/Kota
Sosialisasi Budaya
Baca dan Literasi pada Jumiah _ Lokus )
20 | 00 | SaluanPencidhken | (ENCREL Lokss | 50 | 7032689 | 55 6 6 6 73 o
2 | 01 | Dasardan Pendidikan ol e 97,228,669 10,444,936 10,444,936 10,444,936 198,890,167 | -oroipan dan £
dan Literasi pada 0 Perpustakaan | Mar
Rivie ara Satuan Pendidikan alE
Masyarakat
Pembangunan dan Jumiah Perpustakaan
Pemeliharaan Sarana yang
20 | 00 Perpustakaan di Dibangun/Dipelihara di Dinas Kat
: Tempat-Tempat Umum | Tempat- Tempat Umum Perpustak 1 50,000,00 1 1 1 1 5 Kearsipan dan €
2 | 02 yang Menjadi yang Menjadi b 0 67,312,156 31,334,808 31,334,808 31,334,808 211,316,580 Perpustakaan | Mer
Kewenangan Daerah Kewenangan Daerah aE
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
Pemberian Mendapatkan Dinas Kak
20 | 00 | Penghargaan Gerakan Penghargaan Gerakan 3
2 | 03 | Budaya Gemar Budaya Gemar Orang | 1| 9500000 | 1 {71720 | 3| toaaasas | | r04seess | > | t0ssa00 | 1 | 157386528 R |
Membaca Membaca Tingkat P pE a E
Kabupaten Kota 4
Jumlah Perpustakaan
« . | Berbasis Inklusi Sosial Dinas Kak
20 | 00 | Pengembangan Literasi ; ;
, e di Wilayah Perpustak 4 50,000,00 4 4 4 4 20 Kearsipan dan €
2 | 04 | Berbasis Inklusi Sosial Kabupaten/Kota yang L 0 67,312,156 41,779,744 41,779,744 41,779,744 242,651,388 Perpustakaan | Mar
Dikembangkan aiE

=39 -




Jumlah  Duta

2 20 | 00 ?emsiﬁag o Daera o 0 20 | 50,00000 | 20 20 - @
: ingkat Daeral rang ,000, 20 20 100 Kearsipan dan €
3 2 05 Kabupaten/Kota ggt?gpaten.’Koig yang 0 71,051,720 10,444,936 10,444,936 10,444,936 152,386,528 Perpustakaan | Man
ipilih dan  Didukung .
Kegiatannya alB
3 URUSAN
: PEMERINTAHAN 3,715,777, 4,218,518, 4,884,911, 6,928,086, 7,496,788, 27,244,083,
BIDANG KEARSIPAN 909 449 754 680 847 639
PROGRAM
PENUNJANG Persentase urusan
2 A nitin Pemerintah yang Persen | 190 | 3465124, | 1% | 3470605, | 100% | 4075371, | 100% | 4928086, | 100% | 5246788, | 100% | 20,8857,
terpenuhi sesuai % | 52 % |61 122 680 847 791
DAERAH standar
KABUPATEN/KOTA
P an, Jumlah Dokumen
2 40 Penganggaran, dan ;w;m':r:'n dan 10 10 | 2800000 | 10 11 1 11 1
4 1 Evaluasi Kinerja E::gm';ﬁﬂn ol Dokumen i 29,241,711 48,572,437 80,000,000 90,000000 | " | 275814148
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2 20 ( W E:?g:c?::::nmkumen é“eT.lﬁEa'iiiﬁ”e” 5 Dokumen | 5 | 1500000 | § 2 2 2 2 K Dinasu Kaz
umen ,000, earsipan dan
4 " | 9 | Perangkat Daereh Penmngint Dsnei b 16,082,941 12,143,109 20,000,000 22,500,000 85,726,050 el r:?g
Jumlah Dokumen RKA-
2 20 | 00 Koordinasi dan SKPD dan Laporan Dinas Kate)
) Penyusunan Dokumen | Hasil Koordinasi Dokumen ) ; 1 1 1 1 Kearsipan dan
4 t | 0 | Rl e Sy s G 9,714,487 16,000,000 18,000,000 43714487 | oo ean | Man
i B
RKA-SKPD @
Jumiah Dokumen
Koordinasi  dan Perubahan RKA-SKPD Dinas Kab
2 2.0 | 00 [ Penyusunan dan Laporan Hasil h €
4 1 | 03 | Dokumen Perubahan | Koordinasi Penyusunan Dokumen . . : Vol 7ossees | ' | 12000000 | ' | 13500000 | ' | 3278586 | Kearsipendan |0
RKA-SKPD Dokumen Perubahan Ferpusighaan | g
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-
) - goon:ﬁnasi daSPA ﬁKEPKdanrdgapqran - 1 1 1 1 ) Dinas Kag
enyusunan 3 asil Koordinasi oKumen N earsipan dan
4 t | o4 || guepn P KR 4,857 244 8,000,000 9,000,000 21867244 | b S kaan tl.ag

DPA-SKPD




Jumlah Dokumen

Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD Dinas Kab
2 2.0 | 00 | Penyusunan dan Laporan Hasil ; e
4 1 | 05 | Perubahan DPA- Koordinasi Penyusuinan Dakemen ! 2 - " agsroea | ' | soooooo | ' | soo0000 | 1| 21857244 earsipat 9an | pan
SKPD Dokumen Perubahan D |
DPA-SKPD
; Kab
T Jumiah Laporan Dinas
2 20 | 00 | EvaluasiKinerja TR : e
Evaluasi Kinerja 5 Laporan 5 13,000,00 5 5 5 5 5 Kearsipan dan
4 1 07 | Perangkat Daerah Perangkat Daerah 0 13,158,770 9,714,488 16,000,000 18,000,000 69,873,257 Perusiaksan n;liag
2 20 Agwiistiast ———
4 2 Keuangan Perangkat Nliniaan Parmimlint 16 Dokumen | 16 | 2575233, | 16 | 2,849,219, 12 2,860,219, 12 2,942,332, 12 3,015,390, 12 14,242,394,
Daerah bkl 320 256 894 017 318 805
Daerah
2 20 | 00 | Penyediaan Gajidan | Jumieh Orang yang Rinss -
4 2 | of Tun.’; e ASN’ Menerima Gaji dan 25 Orang/bul | 24 | 2,012,593, | 24 | 2,283,262, 24 2,577,498, 24 2,641,936, 24 2,707,984, 24 12,223,275, | Kearsipan dan Maz
lang Tunjangan ASN an 320 841 675 143 546 526 Perpustakaan alB
Penyediaan Jumlah. Dokumen Hasil _ Kab
2 20 | 00 | Administrasi Fanyediaon Dings e
N 2> | 02 | Pelaksanaan Tugas Administrasi 1 Dokumen 1 544,140,0 1 549,507 95 1 258,435,00 1 260,395,87 1 262,405,77 1 1,874,884,5 | Kearsipan dan lan
AS 9 Pelaksanaan Tugas 00 3 0 4 2 99 Perpustakaan ;
N aiB
ASN
Jumlah Laporan
— Keuangan Akhir Tahun
Koordinas! dan SKPD dan Laporan Dinas Kab
5 2530 gg E:E;:Siza:khﬁ;ln Hasil Koordinasi 4 Laporan | 4 | ocoonoo | 4 | ssredss | 4 | moooass | 4 | 2soooce0 | 4 | 3ts00000 | 4 | e1s7a7ss | Kearsianden |\
SKPDg Penyusunan Laporan Al i S il e M Perpustakaan aiB
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Triwulanan/ Kab
? 20 | 00 Penyusunan Laporan Semesteran SKPD dan Dinas B
; Keuangan Laporan Koordinasi 12 Laporan 12 10,000,00 12 12 12 12 12 Kearsipan dan
4 2 | 07 Bulanan/Triwulanan/Se | Penyusunan Laporan 0 9,869,077 7,285,866 12,000,000 13,500,000 52,654,943 Perpustakaan I\giag
mesteran SKPD Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD




Administrasi Barang

Jumlah Dokumen

2 20 Administrasi Barang
4 3 MiRk Daorah: pada Milik Daerah pada Dokumen 12,200,00 14620855 | * | 32807100 | 4 | #rs0800 | 4 | as20m15 | ¢ | 145018680
Perangkat Daerah Perangkat Daerah 0
Jumlah Laporan ’ Kab
Penatausahaan Barang Dinas
2 20| 00 - Penatausahaan ; €
4 s | gg | NikDaaslpade Barang Milik Daerah kaporan 12,200,00 1620855 | * | 32807100 | * | a11s0800 | ¢ | sa2t0115 | 4 | 145018680 | Kearspandan |0
SKPD 0 Perpustakaan s
pada SKPD aiB
: A Administrasi :‘;’r'l‘";l'i"fr‘:'l""""
4 5 gm';:mh Kepegawaian Dokumen A 14620855 | ' | 12143000 | ™ | 20000000 | ™ | 22500000 | " | 80263965
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
oo | o || o o |
4 5 | 03 | Administrasi P ol Dchyrnen Hg 1ue208ss | | 2mat0e | M| 20000000 | M| 22500000 | ™ | sozsaes | Keasbandan |y,
Kepegawaian Kepegawaian rpl aan aiB
Jumiah Dokumen
- o Administrasi UUm | s dministrasi Umum s 346,971.2 36552138 | 2 | 48572437 | 2 | sooooo00 | 2 | 90000000 | 2 | 28982169
ng Perangkat Daerah 09 5 9 0 0 72
Lum y3
; 20 | o0 | Penvedaan Perdiaan | aeon—raet Dinas et
4 6 | 02 | dan Perdengkapan Perlengkapan Kantor Paket 45,0000 a57780 | || se2segs | 1| 12000000 | 1] 13500000 | 1| 405804705 | Kearsipandan | 0
Kantor R 0 0 0 Perpustakaan :
yang Disediakan aiB
2 20 | 00 | Penyediaan Bahan Jumish Paket Bahan Dinas Kal:
: i Logistik Kantor yang Paket 20,291,20 1 1 1 1 Kearsipan dan
4 6 | 04 | Logistik Kantor DXtk o 21,931,283 19,428,975 32,000,000 36,000,000 129651467 | oo aan r\anlag
9 20 | 00 Penyediaan Barang Jcirgignp::ﬁt Barang Dinas Ka:
4 8 | o5 | Cetakandan Penggandaan yang ket 28,000,00 2201711 | 1| ss@s7gs0 | || e4000000 | ' | 72000000 | 1 | 232009661 | Kearseandan |\ 0
Penggandaan Disediakan 0 Perpustakaan ai B
Jumlah Dokumen Kab
2 20 | 00 Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan Dinas 8
4 6 | og | BaceandanPeraturan | Peraturan Perundang- Dickurmen 5,400,000 7310428 | 2 | 4857244 | 2 | 16000000 | 2 | 8000000 | 2 | s1se7ere | Kearsiandan |0
Perundang- undangan Undangan yang Perpustakaan ai B

Disediakan




Kab

9 20 | 00 | Penyediaan Jumlah Paket Dinas .
; ; Bahan/Matenal yang 1 Paket 1 1 1 1 1 1 Kearsipan dan
4 6 07 | Bahan/Material Disediakan 8,500,000 10,965,642 38,857,950 88,000,000 99,000,000 245,323,592 Perpustakaan f:iag
' Kab
i Jumlah Laporan Dinas
2 20 | 00 | Fasilitasi Kunjungan g i ; €
4 6 | 08 | Tamu Fasaal uningen 12| Laporan | 12| 1600000 | 12 | yyer0s5 | 12 | 14571731 | 12 | 24000000 | "2 | 27000000 | 12 | g61005e7 | Keasipandan | o0
Tamu 0 Perpustakaan ai B
2 20 | 0o | Penelenggaraan o il onas | 12
. Rapat Koordinasi dan yelenggaraar 12 Laporan 12 190,280,0 12 197,381,54 12 281,720,14 12 400,000,00 12 450,000,00 12 1,519,381,6 | Kearsipan dan
4 6 | 09 | Konsultasi SKPD P Keordiise! da 00 8 0 0 0 87 Perpustakaan | Mar
Konsultasi SKPD aiE
: Kab
; Jumlah Dokumen Dinas
2 20 | 00 | Penatausahaan Arsip : : €
- Penatausahaan Arsip 1 Dokumen 1 28,500,00 | 1 1 1 1 Kearsipan dan
4 6 | 10 | Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD 0 29,241,711 24,286,219 40,000,000 45,000,000 167,027,930 | erpustakaan r:lag
Dukungan Pelaksanaan ét’;‘lilganmkumen — Kab
2 20 | 00 | Sistem Pemerintahan ; 1 p
: : Pelaksanaan Sistem 1 Dokumen 1 1 1 1 1 1 Kearsipan dan
4 8 1" B:drbag;;[;ekh'omk Poretintation Berbasi 5,000,000 7,310,428 4,857,244 16,000,000 18,000,000 51,167,671 Perpustakaan h:ia;
pada Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang
2 20 Milik Daerah Jumlah Barang Milik
4 7 Penunjang Urusan ek 2 Unit 2 59,730.00 3 58,483,422 19 210,3295,36 25 344,.';374,06 32 387,1488,41 81 1.06%,:51 2
Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Kendaraan : Kab
Pengadaan Kendaraan : 3 Dinas
2 20| 00 5 ; Dinas Operasional atau : ) €
4 7 | oz | Dinas Operasionalatay | | zpangan yang ol "ol waman | 2 | aamesr2 | 2| esoooo | P | 7esoo0o0 | B | 21502283 | Keamkenden |y,
P Disediakan SIpUSiEREan | AE
2 20 | 00 Jumiah Paket Mebel Dines Kai
4 7 05 Pengadaan Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 21,220,00 3 11,696,684 9 72.251.501 12 157,574,068 15 176,813,41 44 439,555,663 Kearsipan dan Man
0 3 4 Perpustakaan aiE
2 2.0 | 00 | Pengadaan Peralatan AN i Perkiin Dinas KaIE:
s e dan Mesin Lainnya 9 Unit 9 38,500,00 5 8 1 119,000,00 14 133,875,00 47 Kearsipan dan
4 7 06 | dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 17,545,026 97,357,288 0 0 406,277,315 Perpustakaan h;liag
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Jumlah Dokumen

2020 Penyediaan Jasa Jasa Penunjang
41 a Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan 2 Dokician 2 28,500,00 2 29241711 1 242,862,18 1 400,000,00 1 450,000,00 1 1,150,603,9
Pemerintahan Daerah | Daerah pada 0 : 9 0 0 00
Perangkat Daerah
" Kab
; Jumlah Laporan Dinas
2 | 0| 20| 00 | Penyediaan Jasa Surat ; ; €
4] 1]8 | 01| Menyurat Eonvedamn dmatunt | 1 Laporan | 1 | seonog | 1| agoraz2 | 1 | 123000 | T | 20000000 | ' | 22500000 | T | e10aa5ay | Keaseandan |
Menyurat Perpustakaan aiE
Jumlah Laporan Kab
2 1ol20] 00 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Dinas 5
4|1 8 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 12 Laporan 12 25,000,00 12 25,440,288 12 230,719,08 12 380,000,00 12 427,500,00 12 1,088,659,3 | Kearsipan dan Mar
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik 0 i 0 0 0 68 Perpustakaan alE
yang Disediakan
20|20 Wik Daaran | Jumlah Dokumen
g Pemeliharaan Barang 3 3 103,500,0 3 109,656,41 1 182,146,64 1 300,000,00 1 337,500,00 1 1,032,803,0
& Penunjang Urusan Milik Daerah Dokumen 00 8 2 0 0 60
Pemerintahan Daerah
::t;ic::ra:a‘:nassiaya Jumlah Kendqraan
210201 00 Pemeliharaan dan E:g:?aga:"gg? slay Dinas Kai;
. g 01 Pajak Kendaraan st v 1 Unit 1 26,000,00 i 97 414 104 ) ) 1 53 414.104 Kearsipan dan Miih
Perorangan Dinas atau Dipelihar!; dgn 0 o o Perpustakaan aiE
Kendaraan Dinas : 7
e dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa
é 5 Jumiah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya 3 .
21020l 00 Pemelih_araan,Pajak. E:;Zig;e;:i;na‘ & _ Dinas Ka:
al1l%9 | o2 izn::rraf:?nas Dipelihara dan 12 Unit 20 69.000,03 20 73.469.798 19 145,717.3‘1 21 240.000,03 23 270.000.03 23 798187112 b;ears;s::( dan Man
naars dibayarkan Pajak dan Spupan | aiE
Operasional atau Perbinannya
Lapangan Y
Pemelih Jumlah Peralata Di kel
3| 0 (20| 00 | e e | dan Mesh Ly 22 unit | 22 3 3 4 55 55 e | o
4 |1 9 06 Lainnya yang dipelihara 8,500,000 8,772,516 36,429,328 60,000,000 67,500,000 181,201,845 Perpustakaan I\;‘Iiag
20 PROGRAM
4|2 PENGELOLAAN 231,204,9 320,219,61 404,770,31 1,000,000, 1,125,000, 3,081,194,8
ARSIP 63 8 6 000 000 97




Persentase Perangkat

b Kab
Daerah yang Dinas
mengelola arsip 158 | Persen | '9° | 10243 | 375 | 29301961 | 4375 | 16190812 | 71 | 40000000 | 100 4000000 | 100 | 13813827 | Kearspandan | ,, ¢
secara baku 8 6 0 07 Perpustakaan ai B
Persentase pengelola Kab
Arsip bersertifikat Dinas
2 Persen | 07 | 8900000 | 802 | o o 0 | 4746 | 24286218 | 7288 | 60000000 | 100 | S50 | 400 | 16098621 | Kearsipen dan s
s g 0 89 Perpustakaan aiB
20 Pengeloaan Arsip | JIEF, 00 YeN9
1' Dinamis Daerah s Arsd OPD 8 120,326,6 8 144,098,82 13 210,000,00 13 410,000,00 14 550,000,00 56 1,434,425,5
Kabupaten/Kota D”"In"’me’h P 90 8 0 0 0 18
g Jumlah Naskah ] Kab
20 | 00 | DR Dinas_yang 2457 Berkas | 1000 | 50,000,00 | 1150 5141 o132 | 17800000 | 3% | 200,000,00 | 124 Kear{s);;:: dan | . ©
1| o1 | o P Diciptakan dan aie 57,639,531 90,000,000 5 0 i 0 | 575639531 | i RR te | Man
ks Digunakan pu aiB
Jumlah  Naskah Kab
20 | 00 Pemeliharaan dan Dinas yang Dinas e
; Penyusutan Arsip Dilakukan 500 Berkas 500 | 50,326,669 | 700 900 1,800 | 117,000,00 | 4,500 | 180,000,00 | 8,400 Kearsipan dan
V92 | pinamis Pemeliharaan dan 0 50,434,590 70,000,000 0 0 467,761,280 Perpustakaan rriag
Penyusutan
Jumlah Laporan Kab
20 | 00 Pengawasan Arsip Hasil Pengawasan 5 Dinas e
; Dinamis Kewenangan Arsip Dinamis Laporan 4 20,000,00 8 8 8 115,000,00 10 170,000,00 3 Kearsipan dan
1|08 Kabupaten/Kota Kewenangan 0 36,024,707 50,000,000 0 0 391,024,707 Perpustakaan h;liag
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Arsip :
20 Jumlah Arsip Statis
Statis Daerah 5 1 2 §5,000,00 2 2 2 230,000,00 2 310,000,00 10
2 Kabupaten/Kota yang dihasilkan Dokumen 0 96,065,885 60,000,000 0 0 751,065,885
Jumlah Salinan
C Egumpu AT Otentik Naskah Asli D Kab
20 | 00 | S e | Arp Teraga yang Ars 3 | 1500000 | 3 3 3 | 13000000 | 3 | 15000000 | 15 bt ¢
2 | o1 | Sentk NasaBAsl | Dikumpukan dan - by - 28,819,766 30,000,000 i Lol 353,819,766 | Kearsipan dan |y
ANIICI:I enagahepaca Disampaikan kepada s aiB

ANRI




Jumlah Arsip Statis

2 1o/l 20! 00 Akuisisi, Pengolahan, yang Dilakukan Dinas Kat:
: Preservasi, dan Akses | Akusisi, Pengolahan, 10 Arsip 10 | 40,00000 | 12 12 15 100,000,00 20 160,000,00 69 Kearsipan dan
4122 02 Arsip Statis Preservasi dan Akses 0 67246120 30,000,000 0 0 397,246,120 Perpustakaan M.ag
Arsip Statis f
Pengelolaan Simpul
2480 i Nk ;-;x:l;o?;:ug:;m 2 | 5000000 | 2 2 | 13a7m031 | 2 | 3000000 | 2 | 26500000 | 10
il Ti ngka't“' Jaringan Informasi Dokumen 2 80,054,905 G o g 889,825,221
Kabupaten/Kota WD
Penyediaan Informasi Jumish Layanan
y " | Penyediaan Informasi, |
Akses dan Layanan : Kab
2 |G | 20 {0 | Keiaraaan Tigghat oie, o 51| 2000000 | 51 51 | 11000000 | 51 | 14500000 | 51 | 12500000 | 51 Kadniadd o
42| 3 | 01| Daeran Daem,ﬁ’ 9 . Pengguna 'S 32,021,962 e i i 432,021,962 p:fprsu‘gtaa’; oo | Man
Kabupaten/Kota melalui | .y oten/Kota Melalui L
JIKN JIKN
Jumlah Laporan Hasil
Pembgrdayaan Pemberdayaan
Kapasitas Unit ) . ¢ Kabi
2|1 0| 20| 00 | Kearsipandan Kepsitne Uik Dinas e
: ) Kearsipan dan i Laporan 5 30,000,00 3 5 20 | 215000000 | 20 140,000,00 | 53 Kearsipan dan
4 12| 3 | 02 Ilst;r;;iga Kearsipan Lembaga Kearsipan 0 48,032,943 24,770,316 0 0 457,803,259 Perpustakaan I\:iag
Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Dinas
2|0 PERLINDUNGAN DAN | Persentase arsip yang Kearsipan | ¥
4|3 PENYELAMATAN terlindungi dan 20,5 Persen 864 | 3194484 | B.77 | 427,693,21 | 20,72 | 404,770,31 | 20,80 | 1,000,000, | 21.00 | 1,125,000, | 21.00 | 3,276,9119 dan Man
terselamatkan 17 6 000 000 51 | Perpustakaa
ARSIP & aiB
Pemusnahan Arsip Di
lingkungan
210 20 Pemerintah Daerah Jumlah arsip yang
y Kabupaten/Kota yang | dinilai dan Paket 1 50,000,00 1 1 185,000,00 1 260,000,00 1 300,000,00 5
0 e a Memiliki Retensidi | dimusnahkan 0 $Ap0.01 0 0 0 Reyeaa
Bawah 10 (sepuluh)
Tahun
Jumlah Arsip yang
Penilaian, Penetapan Dilakukan Penilaian,
dan Pelaksanaan Penetapan dan Dinas Kab!
20120 00 | Pemusnahan Arsip Pelaksanaan ) : e
43| 1 | 01| yangMemiikiRetensi | Pemusnahan Arsip 50 AR ) SR | O e | Tagma | B0 | NG | 4 TRALIE | 0 | srgrreny Kearsipan 9an | ian
di Bawah 10 (sepuluh) | yang Menmiliki Retensi rpusiakaan | g
Tahun di Bawah 10

(Sepuluh) Tahun




Pelaksanaan Jumlah Arsip yang Dinas Kab
2 20 | 00 | Pemusnahan Arsip Memiliki Retensi Di ; e
4 1 | 02 | yangMemilkiRetensi | Bawah 10 Tahun yang Berkas | S0 | 1500000 | 10 1 p1213504 | 3 | as000000 | 40 1000000 | 500 | 12000000 | 1400 | 554 513 54 Koarsipan dan | yygn
di Bawah 10 Tahun Dimusnahkan fpusiakaan | g
Perlindungan dan
2 20 Penyelamatan Arsip Jumlah arsip yang
: Akibat Bencanayang | terlindungi dan 2 2 y ¥ i T . 4
4 2 Berskala torsolamatioan Dokumen 5,326,689 8,553,864 . 13,880,553
Kabupaten/Kota
Outcome: Jumiah
. Arsip yang . Kab
Evakuasi dan ; g Dinas
2 20 | 00 st S Dilakukan Evakuasi, y . e
4 2 | o1 | pentfikasi Arsp AKD! | |jenifiasi, Pemulihan Asip | 10| oegazas | 0 | som0m | O 0 : 0 ' | ez | Keasbanden |,
Reana dan Penyimpanan sl aiB
Akibat Bencana
Outcome: Jumiah Kab
9 20 | 00 Pemulihan dan Arsip yang Dilakukan Dinas &
, Penyimpanan Arsip Pemulihan dan Arsip 10 50 0 . 0 ) 0 60 Kearsipan dan
4 2 02 Akibat Bencana Penyimpanan Akibat 2,663,344 4,276,332 6.540.276 Perpustakaan Miag
Bencana a
Penyelamatan Arsip
Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota yang Jumiah arsip
2 20 Digabung dan/atau | orangkat Daerah
i ng yang digabung, Paket 1 130,000,0 1 175,354,21 1 144,770,31 1 265,000,00 1 485,000,00 5 1,200,124,5
4 3 Dibubarkan, dan
dibubarkan dan 00 9 6 0 0 35
Pemekaran Daerah dialorean
Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
Jumlah Daftar Arsip
Pendataan, yang Dilakukan
Penyusunan Daftar dan | Pendataan,
Penilaian serta Penyusunan dan Dinas Kab
2 2.0 | 00 | Penyerahan atau Penilaian serta : e
4 3 | 01 | Pemusnahan Arsip bagi | Penyerahan atau G | 2 LRl |2 e | . : "0 | soooogo0 | 18| 000 | B pe 345630 Kearsipan den | yygp
Penggabungan Pemusnahan Arsip bagi e aiB
Perangkat Daerah Penggabungan
Kabupaten/Kota Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota




Jumlah Arsip yang

pondataan, it gan | Dlakukan Pendataan,
Peni{:ian ot Penyusunan Daftar dan Kab
$120 | 2 | Cenvembanabo g::;::ﬁ;:ﬁr;atau Asip | 50 | 3500000 | 150 300 400 | 130,000 il e
14 ) ® Eemgznahan;\rslp b:g' Pemusnahan Arsip bagi 0 47345639 | - - 90,000,000 U'% 00 1800 | 35 345,630 I;Zﬁgglkgz Man
D:?rahbaran erangkal | pembubaran Perangkat b
Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah  Daftar
; Arsip  yang
Pendampingan ; ) Kab
01 20| 00 | Panysiamatan Arsip gg:z:t:;ingan Arsi 5 | 3000000 | 10 5 12 Ve e
3 | s | 03 | vag Pemekaran b ol O P it 40,331470 59,770,316 : 1OAW00 |32 | pan 01,785 | Kearsipendan |y,
Daerah Kecamatan bagi Pemekaran P aiB
Daerah Kecamatan
Jumlah  Daftar
Arsip  yang
Pendampingan Dilakukan Di Kab
0| 20 | 00 | Penyelamatan Arsip Pendampingan . el e
3| 3 | 04 | bagiPemekaran Penyelamatan  Arsip Asip | 101 3000000 | %0 | go331470 | 2 | aso00000 | X | e5000000 | 40 | 12000000 | 180 | g7 55 47 | Kearsipandan |
Desa/Kelurahan bagi 0 Perpustakaan | 5
Pemekaran
Desa/Kelurahan
Autentikasi Arsi
i Stats dan Ari s N e 6 | 7500000 | 10 1
31 4 Q]::I::‘;:!Kou Medis P Dokumen ) > 98,369,440 k : 4 215.(:’00.00 20 246,[:)00,00 50 633,369,440
Jumlah Daftar
Penilaian dan Autenﬁsitas Arsip
Penetapan Autentisitas i:{s‘?;:];;syaratan Di Kab
0| 20| 00 | Arsip Statis sesuai : ‘ nae
s 4 | o1 Per: araian Keabsahan Arsip yang 15 Arsip 15 | 60,00000 | 30 79,679,247 125 | 120,000,00 | 250 | 150,000,00 [ 420 Kearsipan dan 2
yean Dinilai dan Ditetapkan 0 BT, : 0 060,287 Nian
Penjaminan Keabsahan p 0 Perpustakaan aiB
Arsip
Pl dan Jumlah lDaftar Arsip
Penetapan Hasil Alih yang Plfakukan Kab
91120 | DO | Media:nesua Conatne A U Arsi 15 | 1500000 | 30 e e
en edl i
2| 4|0 | Persran i roip i 18690194 | - . 1% 1 95000000 | 250 | 95000000 | 42 | 223,690,194 e | (Man
A\resrzjamman eabsanan Penjaminan Keabsahan =
P Arsip

=




2 2.0 Pencarian Arsip Statis | Jumlah arsip Statis
: Kabupaten/Kota yang | Kabupaten/Kota yang 9 65,000,00 15 15 21 260,000,00 30 90
4 5 Dinyatakan Hilang Dinyatakan Hilang Dokumen 0 76,984,779 75,000,000 0 95,000,000 571,984,779
Penilaian dan il:ﬂ:: sigzﬂaﬁ{rsip Dinas Kat
2 20 | 00 | Penetapan Autentisitas : 5 " & €
4 5 | 01 | Arsip Statis yang SN g Do | Asp | 15 ] 4500000 1 30 | sapa9345 | ™S | 75000000 | "% | ss000000 | 2 | os000000 | 4% | 36388045 Kearsipan dan |y,
dinyatakan Hilang LN Yahg LAnles can erpustakaan | e
Ditetapkan
Jumlah Daftar Arsip
Evaluasi dan yang Dilakukan Dinas Kat
2 20 | 00 | Penetapan Hasil Alih Penilaian dan ; ) £
4 5 | 02 | Media yang dinyatakan | Penetapan Hasil Alih Asip | 15 15=°g°'°° 0 | 16166804 | - 125 | gaso0000 | - g 170 | 113 666,804 ';ea"’p;‘k::‘ Mar
Hilang Media yang Dinyatakan . "l ait
Hilang
Jumlah Daftar
9 20 | o0 Penetapan dan Pencarian Arsip Dinas Kas
: Pengumuman Daftar (DPA) yang Dilakukan Arsip 15 30 i ) 125 . 170 94,428,630 | Kearsipan dan
4 5 | 9 | pencarian Arsip (DPA) | Penetapan dan 5,000,000 L BLA00000 | - Perpustakan | M@
Pengumuman al
JUMLAH | 4,266,431, 4,966,431, 5,146,035, 7,189,210, 7,157,912, i
288 288 154 080 247 A
Labuan Bajo, 23 $eptember 2023
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan capaian kinerja dalam suatu
organisasi. Penggunaan indikator kinerja perlu diperhatikan agar spesifik dan jelas, serta dapat diukur secara
objektif, relevan dan fleksibel terhadap perubahan. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif
dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus dapat diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar
untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Organisasin Perangkat Daerah.
indikator-indikator yang digunakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD, akan ditampilkan dalam Tabel T-C.28. Gambaran kinerja Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan ini, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah
dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama {IKU) daerah dan indikator kinerja
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci {IKK).

indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah. KU fersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode kedepan. Berikut ini disajikan tabel IKU dan 1KK
sebelum dan setelah perubahan Renstra dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai
Barat.
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Tabel. TC. 28
Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Sebelum Perubahan)

Kondisi Kondisi
Kinerja pada ; . Kinerja
No Indikator Satuan awal periode 1A CapaEn Secap N pada akhir
RPJMD periode
Tahun 2020 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1) (2) 3) (4) (%) (6) (7) (8) (9) (10)
1 g]:ce:s Literasi Masyarakat/Indeks Minat ndeks 448 6.36 6.93 7.51 8.10 8.67 8,67
2. | IKM Kearsipan Nilai NA 79 80 81 82 83 83
3. | Indeks Arsip Nilai N/A 50 62,5 75 87,5 100 100

catatan: Sumber data, file Ringkasan RPJMD, sheet 8.2. IKU Perangkat Daerah (Sebelum Perubahan)




Tabel. 8. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 -2026
(Sebelum Perubahan)

16 | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Nilai tingkat kegemaran membaca
16,1 . . .
6, masyarakat Angka 3.840 5.500 6.500 8.000 10.500 15.000 15.000
16,2 | Indeks Pembangunan literasi masyarakat | Angka 0,12 0,13 0,14 0,16 0,18 0,22 0,22
Persentase ketermanfaatan
16,3 perpustakaan oleh masyarakat Persen 0,36 4,57 2,71 59 4,57 7,62 7,62
Rasio ketercukupan tenaga
16,4
® perpustakaan dengan penduduk Persen 0,17 0,18 0,18 0,19 0,2 0,21 0,21
Persentase perpustakaan sesuai standar
16 .
» nasional perpustakaan Persen 0 2.3 2.3 23 2.3 2,3 2,3
17 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Tingkat ketersediaan arsip sebagai
17,1 | bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti Persen 23,03 23,02 22,99 22,96 22,94 22,94 22,94
yang sah dan pertanggungjawaban
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip
sebagai bahan pertanggungjawaban
172 setiap aspek kehidupan berbangsa dan Persen 287 796 8.06 817 g 95
" | bernegara untuk kepentingan negara, ! ! ! ! ' 8,23 823
pemerintahan, pelayanan publik dan
kesejahteraan rakyat

cafafan: Sumber data, file Ringkasan RPJMD, sheef 8.3, IKK Perangkat Daerah (sebeium Perubahan}
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Tabel. TC. 28
Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Setelah Perubahan)

: Kondisi
Realisasi Target capaian setiap tahun Kinerja
No Indikator Satuan Tahun pada akhir
2022 periode
2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1 (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
1 | Indeks Literasi Masyarakat Indeks 23.28 24 24.2 25 25.2 252
2 | Tingkat Kegemaran Membaca Nilai 0 0 30 40 61 61
3 | Indeks Arsip Nilai 86.1 82.5 86.4 86.5 87 87

catatan: Sumber data, file RPJMD Perubahan, BAB VIll, Point 8.2, IKU Perangkat Daerah (Setelah Perubahan)
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Tabel .8. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 -2026
(Setelah Perubahan)

16 | Urusan Pemerintahan Bidan Perpustakaan
16,1 | Nilai tingkat kegemaran membaca

masyarakat Angka 3.840 5.500 6.500 8.000 10.500 15.600 15.000
16,2 | Indeks Pembangunan literasi masyarakat Angka 0,12 0,13 0,14 0,16 0,18 0,22 0,22
16,3 | Persentase ketermanfaatan perpustakaan

oleh masyarakat Persen 1 0,36 4,57 571 59 4,57 7,62 7,62
16,4 | Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan

dengan penduduk Persen 0,17 0,18 0,18 0,19 0,2 0,21 0,21
16,5 | Persentase perpustakaan sesuai standar 0 3

nasional perpustakaan Persen 2,3 2,3 2, 2,3 2,3 2,3
17 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
17,1 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan

akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan | persen | 23,03 | 23,02 22,99 22,96 22,94 22,94 22,94

pertanggungjawaban
17,2 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip

sebagai bahan pertanggungjawaban setiap

aspek kehidupan berbangsa dan bemegara Persen 7,87 7,96 8,06 8,17 8,25 8,23 8,23

untuk kepentingan negara, pemerintahan,

pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

catatan: Sumber dafa, file Ringkasan RPJMD, BAB Vili, point 8.3, Indikator Penyelenggara Pemerintah Daerah (IKK} setelah Perubahan
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BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai
Barat disusun sebagai acuan atau landasan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen yang
ada, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stake holders) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,
karena rangkaian program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Perubahan ini adalah sebagai
komitmen dari seluruh pegawai di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat. Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan tugas penyelenggara pemerintahan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan memerlukan
sumber daya dan dana yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mendukung
ketata pemerintahan yang baik (good governance). Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini merupakan
arah dan pedoman pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran,
kebijakan maupun program/kegiatan yang terukur sebagai indikator kinerja pada pencapaian pembangunan
dalam bidang Kearsipan dan Perpustakaan di Kabupaten Manggarai Barat.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat ditentukan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia,
baik secara teknis maupun managerial, penempatan parsonil yang tepat sesuai kemampuan akademis
maupun pengalaman, bakat, minat dan sikap pengabdian yang tinggi, sarana prasarana dan juga anggaran
yang memadai serta faktor pendukung lainnya.

Oleh karena itu dalam Perencanaan maupun Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk masing-
masing urusan yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat, dapat
memperhatikan hal — hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan karakteristik atau tupoksi Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat.

2. Perencanaan Program dan Kegiatan maupun pendanaan indikatif tahunan sesuai dengan

RENSTRA Perubahan 2021 — 2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai
Barat dengan mempertimbangkan rasionalisasi kegiatan dan anggaran.

3. RENSTRA Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat

merupakan pedoman yang menentukan Rencana Kerja untuk 3 (tiga) tahun kedepannya.

4. Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan, masing-masing Bidang Urusan dapat menggunakan

sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

5. RENSTRA Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat tahun

2021 - 2026 dijabarkan kedalam RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Manggarai Barat.

6. Apabila ada perubahan dan akselerasi yang timbul, maka dokumen RENSTRA Perubahan ini

dapat diubah dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026 agar dapat dijadikan dasar evaluasi dan
pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Kearsipan g¢an Perpustakaan Kabupaten
Manggarai Barat.
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